
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 3  TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2005–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang: a. bahwa  dalam   rangka  menjamin  integrasi,  sinkronisasi 
dan  sinergi  baik  antar  ruang,  antar  waktu,  antar  fungsi 
pemerintah  diperlukan  dokumen  perencanaan  untuk 
memberikan  kejelasan  arah  dan  garis-garis  besar 
kebijakan  pembangunan  daerah  sebagai  penentu  arah, 
sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan 
selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;

b. bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah 
sebagai  arah  dan  prioritas  pembangunan  yang  akan 
dilaksanakan  secara  bertahap  untuk  mewujudkan 
masyarakat Kabupaten Bulungan yang adil dan makmur;

c. bahwa  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah 
memuat  arah kebijakan daerah selama 20 (dua puluh) 
tahun ke depan merupakan komitmen Pemerintah Daerah 
untuk  memberikan  kepastian  kebijakan  dalam 
melaksanakan  pembangunan  daerah  yang 
berkesinambungan;

d. bahwa Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan 
Nasional, mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan 
Jangka  Panjang  Daerah  ditetapkan  dengan  Peraturan 
Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d  perlu 
membentuk  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana 
Pembanguan Jangka Panjang Kabupaten Bulungan Tahun 
2005-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang  Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara  Republik  Inedonesia  Tahun  1953  Nomor  9, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 
1820)  sebagai  Undang-Undang  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang 
Penyelenggaraan Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun  2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang 
Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang 
Perimbangan Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005–2025 
(Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata  Cara Pertanggungjawaban  Kepala  Daerah  (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Republik  Indonesia  Tahun  2000 
Nomor  209,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4027);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  tahun  2001  tentang 
Pelaporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

12. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2004  tentang 
Rencana Kerja  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4405); 
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13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2004  tentang 
Penyusunan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Kementrian 
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 
2004  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4406);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  tentang 
Pedoman  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan 
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, 
Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 
2007  Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara   Republik 
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, 
Tata  Cara  Penyusunan,   Pengendalian  Dan  Evaluasi  Pelaksanaan 
Rencana  Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor 13 Tahun  2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 
2005  tentang  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Daerah, 
Rencana Strategis  dan Rencana Kerja Satuan Kerja  Perangkat 
Daerah  serta  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Daerah 
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bulungan  Tahun  2005  Seri  E 
Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 
2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan  Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI  BULUNGAN

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA 
PEMBANGUNAN  JANGKA  PANJANG  DAERAH 
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem dan  prinsip  Negara  Kesatuan 
Republik  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  beserta  Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya 
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Bulungan. 

5. Bupati adalah Bupati Bulungan.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten  Bulungan 
Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 2005-
2025  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  untuk 
periode  20  (dua  puluh)  tahun  terhitung  sejak  tahun  2005  sampai 
dengan tahun 2025.

7. Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah Daerah  yang selanjutnya 
disebut  RPJM  Daerah  adalah  dokumen  perencanaan  pembangunan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran 
dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada 
RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

BAB II

PRINSIP DASAR 
PEMBANGUNAN DAERAH  TAHUN 2005-2025

Pasal 2

(1) Untuk  menunjang  kebijakan  Pemerintah  Daerah  terhadap 
Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh) 
tahun  untuk  menuju  pembangunan  manusia  seutuhnya  dan 
pembangunan  seluruh  masyarakat  Kabupaten  Bulungan,  maka 
disusun  RRPJP  Daerah  sebagai  penentu  arah,  sasaran  dan  tujuan 
pembangunan. 

(2) Rincian  dari  RPJP  Daerah  Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) RPJP  Daerah  Tahun  2005-2025  sebagaimana  tercantum  dalam 
Lampiran  merupakan  satu  kesatuan  dan  bagian  yang  tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 3

RPJP  Daerah  Tahun  2005-2025  menjadi  pedoman  bagi  Calon  Kepala 
Daerah dalam menyusun Rencana Visi dan Misi dalam Pemilihan Kepala 
Daerah.

Pasal 4

(1) RPJP Daerah Tahun 2005-2025 perlu dijabarkan ke dalam RPJM Daerah 
untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman 
dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program 
Kepala Daerah. 

(3) RPJM  Daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  diatur  dengan 
Peraturan  Daerah  tersendiri  paling  lambat  6  (enam)  bulan  setelah 
Kepala Daerah dilantik dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan 
untuk  menghindarkan  kekosongan  rencana  pembangunan  daerah, 
Kepala  Daerah  yang  sedang  memerintah  pada  tahun  terakhir 
pemerintahannya,  diwajibkan  menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah 
Daerah  (RKPD)  untuk  tahun  pertama  periode  Pemerintahan  Kepala 
Daerah berikutnya.

(2) RKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  digunakan  sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
tahun pertama periode Pemerintahan Kepala Daerah berikutnya.

(3) RKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ditetapkan  dengan 
Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua perencanaan yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Daerah 
ini  agar  disesuaikan  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang 
Daerah  Kabupaten  Bulungan  Tahun  2005-2025  berdasarkan  Peraturan 
Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini  sepanjang 
mengenai  tehnis  pelaksanaannya  diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan 
Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pasal 8      

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 

2011

BUPATI  BULUNGAN,

                      

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

                        

S U D J A T I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2011 NOMOR 3.   

NO
.

N A M A JABATAN PARAF

1. Drs.Liet Ingai, Msi Wakil Bupati
2. H. Sudjati, SH Sekretaris 

Daerah
3. H. Rahmadi, SE, MM Plt. Asisten I
4. Hj. Indriyati ,SH, MSi Kabag. Hukum
5.

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bulungan,

Hj. INDRIYATI, SH, M.Si
Nip.19640328 199503 2001
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